
BERITADAERAH 

PROVINSIJAWATENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 46 · 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 46 TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS PADADINAS TENAGAKERJA,TRANSMIGRASI 

DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

GUBERNURJAWATENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian 
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 
dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, perlu 
dibentuk UnitPelaksana Teknis Dinas; 
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Mengingat 

406 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
· dimaksudhuruf a dan sesuai denganketentuanPasal 

84 Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 
6Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubemurtentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan 
Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsiJawaTengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 

· Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor1741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

9. Peraturan Daerah Provinsi JawaTengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi J awa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS 
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN 
KEPENDUDUKAN PROVINS! JAWA 
TENG AH. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnyadisebut UPT adalah unsur 
pelaksana tugas teknis pada Dinas. 

7. Balai adalahBalai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 
Dan KependudukanProvinsi Jawa Tengah. 

8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Tenaga 
Kerja, TransmigrasiDanKependudukan ProvinsiJawa Tengah. 

9. Pelatihan Kerja adalahkeseluruhan kegiatan untuk memperoleh, 
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja; 
produktivitas, _ disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat 
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenj ang dan 
kualifikasi kompetensi/jabatan/pekerjaan serta spesifik pekerjaan. 

· 10. Hygine perusahaan dan kesehatan tenaga kerja (Hyperkes) 
adalah upaya menghindarkan, mencegah terjadinya penyakit 
akibat kerja dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya bagi 
tenaga kerja yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan fisika, 
kimia, biologis, fisiologis, psikologi tempat kerja 

11. Keselamatan Kerja adalah suatu upaya untuk menghindarkan, 
mencegah, atau menghapuskan terjadinya kecelakaan penyakit 
akibat kerja dan malapetaka lainnya ditempat kerja. 

12. Perselisihan Hubungan industrial adalah perselisihan antara 
pengusaba atau gangungan pengusaha dengan pekerja atau serikat 
pekerja atau gabungan serik.at pekerja karena tidak adanya 
persesuaiaan paham menganai pelaksanaan syarat-syarat kerja, 

· pelaksanaan nonna kerja, hubungan kerja dan atau kondisi kerja 

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang danhak seorang pegawai negeri sipil 
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D 
Nomor 12); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 

3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 

Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, 
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BABU 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPTyang terdiri dari: 

a. Balai Latiban Kerja Industri; 

b. Balai Latiban Kerja Pertaoian; 
c. Balai Latihan Kerja Luar Negeri; 

d. Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan 
Hiperkes; 

e. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja; 
f Balai Pelatihan Transmigrasi DanPenyandang Cacat; 
g. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisiban Tenaga Kerja 

(2) UPT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada 
Dinas. 

]JAB ill 
BALAlLATIHAN KERJAINDUSTRI 

Bagi.an Pertama 
Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi 

Pasal3 

Balai Latihan Kerjalndustri merupakan UPT padaDinas yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 4 

Balai Latihan Kerj a Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
Dinas di bidang pelatiban kerja industri. 
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Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas Balai Latihan Kerja Industri 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana teknis operasional di biclang pelatihan dan 

pemasaran kerja industri; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan clan 
pemasaran kerja industri; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan 
pemasaran kerja industri; 

d. pengelolaan ketatausahaan; 

e. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas clan fungsinya 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja lodustri terdiri dari: 
a Kepala Balai; 

b. Subbagian TataUsaha; 
c. Seksi Pe]atihao; 

d. Seksi Pemasaran; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian Tata U saha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

, 411 



(3) Seksi-seksi sebagaimana · dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok clan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

(5) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi. 

Bagian Ketiga 
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi 

Paragrafl 
Kepala Balai 

Pasal 7 
KepalaBalai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
clan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 clan Pasal 5. 

Paragrafl 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal8 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga clan 
perlengkapan Balai Latihan Kerja Industri. 

Paragraf3 

Seksi Pelatihan 

Pasal 9 

Seksi Pelatihan mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja industri. 
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Paragraf4 
Seksi Pemasaran 

Pasal 10 

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan clan 
pelaksanaan kegiatan pemasaran kerja industri. 

Paragraf5 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 

(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perunclang-unclangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja. 

(3) Jenisdanjenjangjabatanfungsionalsebagaimanadimaksudpada 
ayat ( 1) diatur berdasarkan peraturan perundang-unclangan yang 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 
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BAB IV . 
BALAI LATIHAN KERJAPERTANIAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 13 

Balai Latihaa KerjaPertanianmerupakan UPT padaDinas yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada KepalaDinas. 

Pasal 14 

Balai Latihan Kerja Pertanianmempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasioaal dan/atau kegiatan teknis pemmjang 
Dinas di bidang pelatihan kerja pertanian. 

Pasal 15 · 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, Balai LatihanKerja Pertanian menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan · 

pemasaran kerja pertanian; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasioaal di bidang pelatihan dan 

pemasaran kerja pertanian; 
c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelatihan dan pemasaran kerja pertanian; 
d. pengelolaanketatausabaan; 
e. pelaksaaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 16 

(I) SusunanOrganisasiBalaiLatibaaKerjaPertanianterdiridari: 
a. Kepala Balai; 
b. Subbagian Tata Usaba; 
c. SeksiPelatiban.; 
d. Seksi Pemasaran; 
e. Kelompok Jabataa Fungsional, 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaaa dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertaaggungjawab kepada Kepala Balai . 

( 5) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Pertanian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Bagian Ketiga 
Penjabaran Togas pokok dan Fungsi 

Paragrafl 
Kepala Balai 

Pasal 17 

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15. 
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Paragraf2 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 18 

Subbagian Tata Usahamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan Balai Latihan Kerja Pertanian. 

Paragraf3 

Seksi Pelatihan 

Pasal 19 

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 
" pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja pertanian. 

Paragraf4 

Seksi Pemasaran 

Pasal20 

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan kegiatan pemasaran kerja pertanian. 

Paragraf5 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 21 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal22 
(I) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjangjabatan fungsional sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

( 4) Pembinaan terhadap PejabatFungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat(l) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku 

BABV 

BALAI LATIHAN KERJALUAR NEGERI 

Baguiil. Pertama 
Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi 

Pasal23 

Balai Latihan Kerja Luar Negeri merupakan UPT pada Dinas yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal24 

Balai Latihan Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagiankegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
Dinas di bidang pelatihan kerja luar negeri. 
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Pasal25 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24, Balai Latihan Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan 
pemasaran kerja luar negeri; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan 
dan pemasaran kerja luar negeri; 

c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pelatihan dan pemasaran kerja luar negeri; 

d. pengelolaan ketatausahaan; 
e. pelaksaaaan tugas lain yang diberikan olehKepalaDinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

· Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasall6 

(1) Susunan Organisasi Balai Latihan Luar Negeri terd.iri dari: 

a. Kepala Balai; 
b. Subbagian Tata Usaha; · 

c. Seksi Pelatihan; 

d. Seksi Pemasaran; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 
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( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat · 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

( 5) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran ID clan, merupakan bagian yangtidak 
te:rpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Bagian Ketiga 

Penjabaran Togas Pokok dan Fungsi 

·Paragrafl 
Kepala Balai 

Pasall7 

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
clan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 clan Pasal 25. 

Paragraf2 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal28 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan Balai Latihan Kerja Luar Negeri. 

Paragraf3 
Seksi Pelatihan 

Pasal29 
Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja luar negeri. 
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Paragraf4 
Seksi Pemasaran 

Pasal20 
Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan kegiatan pemasaran kerja luar negeri. 

Paragraf5 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal31 

, (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok j abatan fungsional ··'" 
dikoordi-nasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 

· Pasal32 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahjabatan 
fungsional yangterbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(3) Jenis dan jenjangjabatan :fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 
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BAB VI 
BALAI PELATIHAN DAN PENGUJIAN KESELAMATAN 

KERJA DAN HIPERKES 
Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal33 

Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes 
merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin olehseorang Kepala Balai 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal34 
Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes 
mempunyai tugas · pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang 
pelatihan clan pengujian keselamatan kerja clan hiperkes. 

Pasal35 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34, Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan 
Hiperkes menyelenggarakan fungsi: 

·• 
a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan 

pengujian keselamatan kerja dan hiperkes; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan 

pengujian keselamatan kerja dan hiperkes; 
c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes; 
d. pengelolaan ketatausahaan; 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

422 

Bagian Kedua 

.Susunan Organisasi 

Pasal36 

Susunan Organisasi Balai Pelatihan DanPengujian Keselamatan 
Kerja Dan Hiperkes terdiri dari: 

a. Kepala Balai; 

b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Keselamatan Kerja; 
d. Seksi Laboratorium Dan Hiperkes; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. 
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. 

Bagan Organisasi Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan 
Kerja dan Hiperkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemur ini. 

· Bagian Ketiga · 
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi 

Paragrafl 
Kepala Balai 

Pasal37 
Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pela.ksanaan tugaspokok 
clan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35. 

Paragraf2 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal38 
SubbagianTata Usahamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja clan 
Hiperkes. 

Paragraf3 
Seksi Keselamatan Kerja 

Pasal39 

Seksi KeselamatanKerja mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengujiankeselamatan kerja 

Paragraf4 
SeksiLaboratorium Dan Hiperkes 

Pasal 40 
Seksi Laboratorium Dan Hiperkes mempunyai tugas melakukan 
penyiapanbahan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan hiperkes. 
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 



Paragraf5 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 41 

(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompokjabatan :fimgsional 
dikoo'rdinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata U saha 

Pasal42 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahjabatan 
:fimgsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja. 

(3) Jenis danjenjangjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. · 

BAB VII 

BALAIPENGEMBANGANPRODUKTIVITASTENAGA 
KERJA 

Bagian Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
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Pasal43 
Balai PengembanganProduktivitas Tenaga Kerja merupakan UPU pada 
Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasa144 
Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang Dinas qi bidang pengembangan produktivitas 
tenaga kerja. 

Pasal45 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44, Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 
menyelenggarakan fimgsi: · 

a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan dan pemasaran 
di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan dan 
pemasaran di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan pemasaran di 
bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja; 

d. pengelolaan ketatausahaan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya . 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal46 
(1) Susunan Organisasi Balai PengembanganProduktivitas Tenaga 

Kerja terdiri dari: · 

a. Kepala Balai; 
b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pelatihan; 

d. Seksi Pemasaran; 
· e. KelompokJabatanFungsional. 

(2) Subbagian Tata U saha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadi bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

( 4) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fimgsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. 

(5) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga 
Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Bagian Ketiga 
Penjabaran Togas pokok dan Fungsi 

Paragrafl 
Kepala Balai 

Pasal 47 
Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
� fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal45. 
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Paragraf2 
Subbagian Tata Usaha 

Pasa148 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 

Paragraf3 
Seksi Pelatihan 

Pasal49 
Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan produktivitas tenaga 
kerja 

Paragraf4 
Seksi Pemasaran 

Pasa150 
Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan · 
pelaksanaan kegiatan pemasaran pengembangan productivitas tenaga 
kerja. 

Paragraf5 
Kelompok Jabatan Fungsional 

· Pasal51 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompokjabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, 

Pasal52 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjangjabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada 
. ayat ( 1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABVIII 
BALAIPELATIHANTRANSMIGRASIDAN 

PENYANDANGCACAT 
Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal53 

Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat merupakan UPT 
pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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Pasal54 
Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan transmigrasi dan 
penyandang cacat. 

Pasal 55 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54, Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat 
menyelenggarakan:fungsi: 

a. penyusunanrencana teknis operasional pelatiban, pengerahan dan 
penempatan transmigrasi dan penyandang cacat; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan, pengerahan 
dan penempatan transmigrasi dan penyandang cacat; 
pemantauan, evaluasi dan pelatihan, pengerahan dan penempatan 
transmigrasi dan penyandang cacat; 

d. pengelolaan ketatausahaan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya · 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal56 
(1) Susunan OrganisasiBalaiPelatihan Transmigrasi DanPenyandang 

Cacat terdiri dari: 
a. Kepala Balai; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
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c. 



c. Seksi Pelatihan; 

d. Seksi Pemasaran; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungjawabkepada.Kepala Balai . 

( 5) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang 
Cacat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Bagian Ketiga 
Penjabaran Togas pokok dan Fungsi 

Paragrafl 
Kepala Balai 

Pasal57 

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 5 5. 

Paragraf2 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 58 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat. 
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Paragraf3 

Seksi Pelatihan 

Pasal 59 
Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan dan 
pelaksanaan kegiatan pelatihanketransmigrasian dan penyandang cacat 

Paragraf4 

Seksi Pemasaran 

Pasal60 

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan kegiatan pemasaran ketransmigrasian dan penyandang 
cacat. 

Paragraf5 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 61 

(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi clan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 62 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahjabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 
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(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja: 

(3) Jenis danjenjangjabatanfungsional sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB IX 
BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISillAN 

TENAGA KERJA 
Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal63 

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja merupakan 
UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal64 
Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ 
atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan penyelesaian 
perselisihan tenaga kerja 

Pasal65 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64, Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja 
menyelenggarakan fungsi: 
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a. J)(?Ilyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelesaian 
hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian 
kasus penempatan tenaga kerja; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian 
hubungan industrial, pemutusanhubungan kerja, dan penyelesaian 
kasus penempatan tenaga kerja; 

c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyelesaianhubungan industrial, pemutusanhubupgankerja, dan 
penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja; 

d. pengelolaan ketatausahaan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasa166 
(1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan 

Tenaga Kerja terdiri dari: 
a. Kepala Balai; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan 
Hubungan Kerja; 

d. Seksi Penyelesaian Kasus Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Dan Luar Negeri; 

e. KelompokJabatanFungsional 
(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), 

dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 
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(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai . 

(5) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan 
Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Bagian Ketiga 

Penjabaran Togas pokok dan Fungsi 

Paragrafl 

Kepala Balai 

Pasal67 

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65. 

Paragraf2 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 68 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan Balai Pelayanan PenyelesaianPerselisihan Tenaga Kerja 
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Paragraf3 

Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial Dan 

Pemutusan Hubungan Kerja 

Pasal 69 

Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan 
Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
kegiatan penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan 
kerja. 

Paragraf4 

Seksi Penyelesaian Kasus Penempatan 

Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri 

Pasal 70 

Seksi Penyelesaian Kasus Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar 
Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
kegiatan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar 
negeri. 

Paragraf5 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 71 

(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan tugasnya kelompokjabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal 72 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahjabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjangjabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada 
ayat (I) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilak.ukan sesuai dengan pe�aturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABX 
TATAKERJA 

Pasal 73 

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undanganyang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 

Pasal 74 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, 
Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, 
baik dalam lingkunganmasing-masing maupun antarunit organisasi lain 
sesuai dengan tugasnya. 
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(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 
struktural eselon IVa. 

BAB XII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 79 

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan 
pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal80 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal 81 

Peraturan Gubemur ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 20 Juni 2008 

GUBERNURJAWATENGAH, 
ttd 

ALIMUFIZ 
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Diundangkan di Semarang. 
pada tanggal 20 Juni 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITADAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR46 
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LAMPIRANI 
PERATURAN GVBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 46 TAHVN 2008 
TANGGAL 20 JVNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI 

KEPALA BAlAI 

- SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

I ., I I 
KELOMPOK 

SEKSI SEKSI JABATAN 
FUNGSIONAL PELATIHAN PEMASARAN 

. 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

ALI MUFIZ 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 46 TAHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN 

LAMPIRANIII 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 46 T AHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI LA TIHAN KERJA LUAR NEGERI 

' KEPALA BALAI 

'-- SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

\ I I 
KELOMPOK SEKSI SEKSI 

JABATAN PELATIHAN PEMASARAN 
FUNGSIONAL 

I 
KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 
SEKSI 

PELATIHAN 

KEPALA BALAI 

- SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

I 
SEKSI 

PEMASARAN 
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GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 
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LAMPIRANIV 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 46 TAHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI PELATIHAN DAN PENGUJIAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES 

LAMPIRANV 
PERATIJRAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 46 TAHVN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

KEPALA BALAI 

SUBBAGIAN r- TATAUSAHA - 

I I I 
KELOMPOK SEKSI SEKSI 

JABATAN LABORATORIUM DAN 
FUNGSIONAL KESELAMATAN KERJA HI PERKES 

I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
SEKSI 

PELATIHAN 

KEPALA BAI.Al 

- SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

I 
SEKSI 

PEMASARAN 
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GUBERNUR JAWATENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 
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LAMPIRANVI 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 46 TAHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALA! PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN GlJBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 46 T AHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI PELAYANAN PENYELESAJAN PERSEUSIHAN TENAGA KERJA 

KEPALA BALA! 

SUBBAGIAN � 
TATAUSAHA 

I I I . 
KELOMPOK SEKSI SEKSI 

JABATAN PELATIHAN PEMASARAN 
FUNGSIONAL 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 
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I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
SEKSI 

PENYELESAIAN HUBUNGAN 
INDUSTRIAL DAN 

PEMUTUSAN HUBUNGAN 
KERJA 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

I 
SEKSI 

PENYELESAIAN KASUS 
PENEMPATANTENAGA 

KERJA DALAM DAN 
LUARNEGERI 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 
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KEPALA BALAI 


